TODANA

PERATURAN DAERAH kabupaten Kebuiten tentans " FAJAZ B #GSA ASINC t,

BAB.I.
KETENTUAN UMUM,
Pasal 1.
Dalam peraturan-daerah ini yaing dinaksud dengan:
l.Penerintah Daerah : Pemerintal Daerah Kabupaten Kebumen,

Bupati Kepala Daerah Kaburaten Kebumen,

2eBupati Kepala Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen,

3¢D,F,R.D.

e e

Pasal 2.

l.Dengan nama Fajak Bangsa Asing dilienakan atas orang-orang bangsa Asing yang
bertempat tinggal dalam daerah Kabupaten Kebumen,

2eYang dimaksud dalam Peraturan ini dengan orang-orang Bangsa Asing ialah mere
ka yang tidak mempunyai kewarga negaraan Republik Indonesia,

3eAnak-anak yang belum cukup umur, ialah mereka yang belum mencapai umur 21 ta
hun penuh kecuali mecreka yang belum mencapai umur itu telah kawin,

LeApabila terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kebangsaan atau ke-
varga-negaraan diputuskan olehp Pengadilan Negeri Kebumen,

Pasal 3,

leYang dimaksud dengan Kepala Keluarga ialah:

asSumai untuk isteri dan anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak
anak lainnya yang belun cukup uimur yang merupakan keluarga sdarah atau sec -
Menda dari suami-isteri,

beWanita yang tidak (lagi) bersuami atau Janda untuk anak-anak, anak-anak ti
ri, anak-anak angkat dan anak~anak lainnya yang belum cukup umur yang meru
pakan keluarga sedarah atau semenda dari bekas suaminya,

CeLelaki atau wanita, yang meskipun belum cukup umur akan tetapi sudah mempu
nyai pendapatan/penghasilan sendiri dan atau tidak dapat membuktikan bahwa
kehidupannya ditanggung oleh orang tuanya,

deLelaki atau wanita yang sudah (pernah) kawin, juga dalam hal umur mereka ku
rang dari 21 tahun.

esIsteri yang kawin dengan perjanjian menurut pasal 140 Kitab Undang Undang
Hukum Sipil atau perjanjian~perjanjian yang mempunyai kekuatan menurut Hu-
kum sama atau mendekati pasal 140 Kitab Undang Undang Hukunm Sipil untuk di
rinya sendiri,

feLelaki atau wanita yang sudah cukup umur, bagi dirinya Nasing-masing,

BoIsteri yang hidup terpisah menurut hukum yang dimaksud pada pasal 7 ayat (2)

h.Wali untuk anak-anak bangsa Asing yang belum dewasa dan tidak berayah,

2eYang dimaksud dengan anggauta keluarga ialah:

a.Isteri, anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anelk yang belum cu
kup umur yang kehidupannya menjadi beban kepala keluarga dimaksud ayat (1)
sub a dan b,

b.Lelaki atau wanita yeng meskipun sudah cukup umur yang kehidupannya menjadt
beban kepala keluarga dimalsud pada ayat (1) sub (a) dan (b) dengan catatan
bahwa keluarga sedarah dan seirenda dalan garis lurus keatas tidak dapat di
anggan sebagai keluarga dari seorang kenala keluarga,

Pasal 4,

Seorang bertempat tinggal didaerah kabupaten Kebumen ditentukan menurut keadaan

dengan pengertian bahwa:

a.Mereka yang berada didacrah Lkabupaten Kebumen untuls waktu tidak lebih dari ti
ga bulan tidak dianggap sebagai bertempat tinggal didaerah kabuvaten Kebumen,

b.Mereka meninggallkan daerah kabunaten Kebumen untuk senentara waktu tidak lebih
dari 3 bulan masih dianggap sebagai bertempat tinggal dalam daerah kabupaten
Kebumen; jika berada diluar kabupaten Kebuimen itu tidak ielebihi waktu 6 bu-~
lan dihitung sejak sat mereka meninggalkan daerah kabupaten Kebumen,

BAB.II,
MASA PAJAK,WAJIB PAJAK,PENANGGUNG PAJAK.

Pasal 5,

l.Setiap wvarganegara Asing yang bertempat tinggal tetap didaerah kabupaten Kebu
flen sedikit-dikitnya 3 bulan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen dipungut
Pajak Bangsa Asing,

2ePemungutan pajak Bangsa Asing yang dimaksud pvada ayat (1) pasal ini dilakukan
yang pertama kali pada bulan terakhir dari bulan ketiga, yang menentukan sah-
nya mereka berdomisili didaerah lzabupaten Kebumen sedang pemungutan pajak Bang
sa Asing untuk tahun selanjutnya dilakukan pada bulan pertama tzhun rajak yang
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sedang berjalan.

Kewajiban pajak:
a. dimulai pada saat bangsa Asing itus
l.dilahirkan, )
2e.bertempat tinggal didaerah kabunaten Kebumen.
3.pada saat warganegara Republik Indonesia yang bertempat tinggal
di dacrah kabupaten Kebumen memperoleh kewarganegaraan Asing,

be berakhirnya pada saat bangesa Asing itu:
l.meninggalkan daereh kabunaten Kebumen untuk selama-~lamanya,
2.iemperoleh kebangsaan atau kewargancgaraan Renublik Indonesia.
3e.meninggal dunia,

Pasal 7.

l.Pajak dikenakan pada kepala keluarga atau orang yang dianggap menurut peratu
ran ini untuk dirinya sendiri jilia ade untuk isterinya dan untuk anak-anak
seluruh anggauta keluargamya,

2eS8eorang isteri yang hidup terpisah menurut hukum dikenaitan pejak tersendiri.

3eAnak-anak bangsa Asing yang belum dewasa dan tidak berayah-ibu dikenakan pa~
Jak pada walinya menurut tarip yang berlaku bagi anak-anak.

BAB. IIT,
PENDAFTARAN , PEMBERITAHUAN, MEMBERIKAN KETERANGAN,

Pasal 8.

l.Mereka yang mulai menjadi wajib-pajak diwajibkan mendaftarkan diri dari ang-
gauta~anggauta keluarganya pada Dinas Penghasilan Daerah kabupaten Kebumen
dalam waktu tigapuluh hari sesudah saat wajib najak, dengan catatan bahwa
bangsa Aging yang semula tidak akan lebih dari tiga bulan berada didaerah ka
bupaten Kebumen akan tctapi disebabkan apapun juga memperpanjang waktu kedia
mannya hingga lebih dari tiga bulan, diwajibkan men@aftarkan diri pada saat
ketentuan perpanjangan walktu dimaksud diambil.

2eGuna pengenaan pajak kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian dibe-
rikan surat pcmberitahuan; bentuk surat pemberitzhuan dimaksud ditetapkan o-
lech Bupati Kenala Dacrah kabunaten Kebumen.,

3eSurat pemberitshuan harus diisi dengan jclas, pasti dan tidak bersarat menu-
rut kecadaan sebenarnya, ditanda~tangani dan dikembalikan kepada Dinas Pengha
silan Dacrah dalam jangika waktu tigapuluh hari setelah tanggal pemberiannya;
Jika dikchendaki maka diberikan surat tanda penerimaan kembali dengan cuma =
cuma.,

heAtas permintaan tertulis dari wajib pajak atau kuasanya, Kenala Dinas Pengha
silan Dacrah dapat memperpanjang waktu dimaksud pada ayat (3) dengan paling
lama enampuluh hari, :

5e.Perubahan~-perubahan dalam susunan kcluarga berkenaan dengan dimulainya atau
berakhirnya kewvajiban pajak harus diberitahukan secara tertulis kepada Dinas
Penghasidan Dacrah kabupatcn Kebumen dalam jongke waktu tiganuluh hari scte-
lah pcrubahan terjadi.

Pasal 9,

l.Kepala keluarga wajib memberikan seterangan-kcterangan mengenai surat pembe-
ritahuan yang dimaksudkan dalai pasal 8 ayat (3) dan segala sesuatu yang ber
hubungan dcngan itu,

24Jika kewajiban-kewajiban dimaksud ayat (1) pasal ini dan pasal 8 ayat (3)
sampai dengan (5) tidak senenuhnya dicukupi walaupun telah ditegur dengan su
rat terdaftar tidak dimasukkan delam waktu yang ditcntukan vada teguran itu,
malka pajak ditetapkan dengan ditambah 100 % (scratus persen) dari jumlah pa-
Jak yang ditectapkan menurut taksiran yang dianggap benar oleh penjabat yang
bersangkutan,

3eBupati Kepala Drerah atau »enjabat yarg ditunjuk olehnya stelah diyakinkan
olch wajib pajak atas alasan atau kelalaian yang danat dimaafkan berwenang -
untukrmongurangi atau mcmbatalkan tambahan pada ayat (2) pasal ini,.

BAB. IV,
KETENTUAN DPAJAK
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Pasal 10, é:--h
leKctetapan pajak dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah kepada kepala keluarga.

2.Ketctapan pajak dilakukan sclekas mungkin sebagaimana dimaksud pada pasal 5
ayat (2).

3eDalam hal ketctapan pajak belum dapat ditetapkan, dikenakan pajak sementara,

LteBagi ketctapan pajak scperti dimaksud pada ayat (2) Pasal ini,’shatu-jnmlah
yang besarnya sama dengan ketetapan scmentara tidak ditagihkan,

Se.Jika jumlah ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini lebih
rendah dari jumlah kctetapan sementara maka kepada kevala keluarga diberikan
surat pembcritahuan tentang hal itu dengan dicatat tanggal wemberiannya,

Pasal 11,

1,Mercka yang rmenjadi wajib pajak sesudah awal tahun pajak atau borakhir men-
Jadi wajib pajak dalam tahun pajak, pajaknya untuk tahun dalam nasa perubaha
an terjadi ditetapkan atau dihitung kembali.,

2.Penctapan atau perhitungan kembali pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini,un
tuk sesuatu tahun pajak dilakukan dengan imbangzan bulan pcnuh yang masih ada
bagl wajib pajake.

3.Untuk melakukan ayat (2) pasal ini, perubahan kepale keluarga atau anggauta
keluarga yang dimulai scsudah tanggal satu dianggap scbagai satu bulan penuh

LeJika selama masa pajak atau sebagian tahun rajak terdapat perubahan-perubah-
an dalan susunan:kecluarga yang mcngakibatkan perubahan jumlah pajak, atas
permintaan tertulis kepala keluarga atau kuasanya,ketctapan pajak dapat diku
rangkan scsuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini,

5eSeorang anggauta keluarga yang dalam tehun pajak atau scbagian tahun pajak
menjadi kepala keluarga dikenakan ketetapan pajeak sesuai dongan ketentuan pa
da ayat (2) dan (3) pasal ini.

6e.Jumlah pajek dibulatkan kcbawah sampai jumlah rupiah penuh.

BAB. V.
PEMBEBASAN PAJAK, -

Pasal 12,

l.Tidak dikenakan pajalk ialahz’
a.Orang-orang/bangsa Asing yang bekerja pada Pcmerintah Republik Indonesia/
Pemerintah Dazerah kabupnten Kebumen, ialah nereka yang sccara teratur men
dapat pcmbayaran gaji atau honorarium yang langsung dibcbankan kepada keu
angan Pcmerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah karcna melalkukan pe
kerjaan dalam hubungan jabatan.

b.Orang Asing yang menjalankan rescarch di Indonesia untuk kencntingan ilmu
pengetahuan, dengan surat keputusan Bupati Kepala Dacrah dinyatakan tidak
untuk kepentingan komersiil.

ceOrang Asing yang karcna peraturen yong lebih tinggi tclah dibebaskan dari
" pembayaran pajak., g

2ePcmbebasan yang diberikan kepada orang Asing yang dinaksud pada ayat (1) sub
(a) pasal ini mecliputi juga isterinya dan anggauta-anggauta kcluarganya sc-
perti yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dengan sarat mercka tidak men
dapat ponghasilan yang berasal dari perusahesan atau nekcerjasn beban atau
hubungan dines,

BAB. VI,
JUMLAI PAJAK, KEBERATAN, TAGIHAN KEMUDIAN.

Pasal 13.
Pajak berjumlah untuk tiap-tiap tahun:
a.kepala keluarga atzu orang yang dianggap kepala keluerga Rre7e 5004
belsteri ateu isteri-isteri kcpala keluarza bescrta anggauta kclu-
arga yang tclah dewasa tian orang " 3,750e=
Cefnak-anak yang belum cukup umur dan anggauto kcluarga selain di '
maksud sub (b) diatas sctiap orang " 1a7506-

Pasal ll{».

l.Wajib pajak yang kcberetan terhadap ketetapan pajak yeng dikenakan padanya
dapat mengajukan suatu surat kcberatan kepada Bupati Kernla Dacrah dalam wak
tu tigapuluh hari sesudah tanggal pemberian surat ketetapan pajaknyae.

53



-' s 1. Ty e “pds meae - P S Meais B deeeae Yoo % T
ZeRewajliwm ucubayar kotctapen pojolr tidal ditunda harcna alasan =

keberatan teorscbut ayat (1) pasel ini.
Pasal 15,
1l.Bupati Kcpala Daerah ncngambil keputusan atezs surat koberatan terscbut dalan
pasal 14 ayat (1),
2.Atas kcputusan terschut dalam ayat (1) pasal ini tidak diadakan naik bendings

BAB,., VII,
PENAGIHAN.

Pasal 16.
l.Wajib pajak ynng dikenesken ketotapan najak secrta tambahan yang ditectapkan di=-
muat dalam kohir kecuali ketetapan pajak yang sama atau lcbih rendah dari ke-
t:tapan pajak scmentara.

2eKohir ditetapkan olch Bupati Kcpala Dacrah atas usul Kepala Dinas Penghasgilan
dan Pendapatan Dacrah,

3eKcpala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah mengurus pernungutan pajak yang
terhitung mcnurut kohir yang telah ditetapkan dan melaksanakan dengan scksama
scbagaimana yang ditentukan pada ayat (4) pasal ini.

LeSegera sctelah kohir ditetapkan, kepada kcpala keluarga diboritahukan tentang
ketctapan pajak yang dimuat dalam khir itu dengan jalan nemberian surat kote-
tapan pajak; tanggel pcmberian dicatat pada kohir dan pada surat ketetapan pa
Jjak,

Pasal 17,
l.Ketetapan pajak terhitung kepala keluarga yang namanya torcantum pada kohirs

2.Kctetapan pajalk ditagih delam ciipat angsuran yang sama besarnya berturut-turut
dan dimulai dengan bulan yang nengikuti bulan peabeorian surat ketctapan pajake

S+Pada tanggal 15 dari tiap-tiap bulan dimaksud pada ayat (2) pasal ini jatuh sa
tu angsuran,

LePenbayaran angsuran yang terlambat dilakukan, dikenaksn dende scbesar 5% dari
Junlah yang terlambat dibayarnya,

6.Ketetapan pajak dibayar sckalipus:

a.Jika suatu jumlah yang lcbih besar deri dua angsuran yang telah lewat tidak
dibayar,

b.Jika kepala keluarga dinyatakan pailit, begitu pula dalam hal penyitaan ba-
rang-barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak atas kuasa Pencrintah
Daerah atau dalan hal penjualan barang-barang itu oleh karcna penyitaan atas
nama pihek ketiga,

c.dika kepala keluarga akan meninggallkan daerah kabupaten Kebumen untuk selane
lamanya atau semcntara atau mempunyal niat demikian atau tidak menjadi kepa-
la keluarga.

Pasal 18 °

l.Pajak dapat ditagih atas barang-barang mililk kepala kcluarga,barang-barang mni-
1ik isteri,milik anggauta kcluarga dan atau barang-barang milik anak-anak di -
maksudkan pada pasal 7 ayat (3), baik barang-barang bergerak maupun barang-ba-
rang tidak bergerak,

2ePomerintah Daerah mempunyai hak utama atas barang-berang tergerak dan barabg-
barang tidak bergerak.yeng dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini.

Pasal .19,

l.Kctentuan-kctentuan dalam peraturan: ini tentang terhutangnya dan tentang hok v
tana meliputi pajak, denda dan beaya tuntutannya,

2.Piutang pajak kedaluwarsa sctelah lewat 5 tahun, dihitung:
a.Jjika kohir ditetapkan - :llan tahun pajak atau bagian tahun pajak dari awal te
hun dalam mane pencetapan pajak dilakukan,
b.Jika kohir ditctapkan scsudah tahun rajak atau bagian tahun pajak yang ber -
sangkutan mulai awal tahun takwin dalam mana kohir ditctapkan.

BAB . VIII,
KETENTUAN PIDANA .

Pasal 20,

Barangsiapa dengan scngaja untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi su -
rat pemberitahuan scperti dimaksudkan pada pasal 8 ayat (3) dengan ketentuan-ke-
tentuan yang tidak benar atau tidak lengkap schingge oleh karcnanya Penmerintah

Dacrah kabupaten Kchumen danpat dirugikan, diancam dengan hukuman kurungan paling
lama enam bulan atau hukuman dcnda setingsi-tingzinya Pe1l0,000,-~ (sepuluh ribu
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rupiah),
BAB,., IX.
PENGAWYASADN,
Pasal 21,

Pengawasan tcrhadap ditaatinya peraturan ini scrta ncngusutnya discrahkan kepada
Inspcksi Kecuangan daerah kabupaten Kcbum:n, Kepala Bagian Pencatat Sipil dan Ke
pala Dinas Ponghasilan dan Penaanatan Daerah kebupateh Kebumen,

BAB X,
KETENTUAN PERALIHAN,
. Pasal 22.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kenmudian oleh Bu-
pati Kepala Daerah,

BAB . XI,

PENUTUP.,
Pasal 23,

Peraturan~-dacrah ini dapat discbut Peraturan-dacrah kabupatcn Kebuncn tentang
Pajak Bangsa Asing dan mulai berlaku pada hari nertama sesudah heri pengundang-
annya.



